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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dalam bab ini bahwa: 

1. Hukuman bagi pelaku pembunuhan berantai menurut hukum di 

Indonesia adalah Tindak pidana yang dilakukan oleh pembunuhan 

berantai menurut hukum positif disebut dengan concursus realis ( 

perbarengan melakukan tidak pidana pembunuhan) atau penyerapan 

keras, yang mana sanksi nya akan dikenakan hukuman pada pasal 340 

KUHP Bab XIX bahwa sansksi yang akan di terima oleh pelaku 

pembunuhan berantai adalah hukuman mati atau di penjara seumur 

hidup, atau di penjara dalam kurun waktu sekurang-kurangnya 20 

tahun penjara.  

2. Hukuman bagi pelaku pembunuhan berantai menurut perspektif hukum 

Islam disebut dengan pengulangan pembunuhan dan sanski nya adalah 

qishas ( mati). Menurut pendapat Imam syafi’I bahwa hukuman bagi 

pelaku pembunuhan berantai adalah qishas yaitu hukuman balasan 

setimpal atas perbuatannya sama persis, dan diyat,.qishas ditujukan 

kepada korban pertama dan diyat untuk korban selanjutnya yang 

ditanggung oleh keluarga pelaku Karna hukuman mati adalah hukuman 

yang paling sesuai dengan apa yang di perbuat oleh pelaku. Sedangkan 

hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap pelaku 

pembunuhan berantai baik dari hukum positif maupun hukum Islam 
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dirasa masih bisa diterapkan pada masa kini. Perbedaanya hanya pada 

hukum positif perlu adanya unsur pemaafan dan melibatkan keluarga 

korban dalam penjatuhan hukuman. 

B. Saran 

Setelah penulis memaparkan hal-hal yang berkaitan dengan hukum 

pidana mati (qishas) menurut pandangan hukum Islam selanjutnya penulis 

akan membrikan saran sebagai berikut:  

1. Kepada pemerintah penulis berharap untuk lebih menegakkan dan 

menerapkan hukuman mati terhadap terpidana pembunhan berantai demi 

keadilan atas perbutan yang ia lakukan dan hendaknya menghukum 

seberat beratnya pelaku pembunuhan berantai tersebut karena telah 

melakukan dosa besar. Jika perlu terapkan system hukum pidana Islam 

yaitu qishas di Indonesia agar menjamin kemaslahatan masyarakat 

Indoensia. 

2. Kepada penegak hukum penulis berharap hendaklah menegakkan keadilan 

seadil-adilnya baik itu adil bagi pihak korban maupun pihak pelaku agar 

terciptanya hukum yang dapat membawa kemaslahatan kepada umat 

manusia khususnya di Indonesia.  

3. Bagi para ulama Islam, dengan adanya perbedaan pendapat antar ulama 

tentang pelaksanaan  hukum qishas,  maka perlu dikaji lagi tentang dalil-

dalil yang berbicara tentang relevansi hukum pidana qishash dalam 

konteks pandangan ulama sehingga lebih luas lagi di dalam memehami 

pidana qishas. 
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Begitu pentingnya pemahaman tentang pidana qishash dalam hukum 

Islam dan konsep HAM tentang anti penyiksaan dan hukuman mati, sehingga 

perlu adanya kitab-kitab dan buku-buku lainnya, khususnya bagi pemerhati 

studi perbandingan hukum.  

Akan tetapi langkahnya sesuai dengan literature yang tersedia maka 

kepada pihak yang berwenang diharapkan agar melakukan pengadaan kitab-

kitab dan buku-buku lainnya untuk mempermudah proses pemahaman para 

mahasiswa dan masyarakat luas terhadap kitab-kitab pidana qishas dan ilmu-

ilmu tentang hukum, Islam lainnya. 


